
PERATURAN DAERAH PROPINSI  BANTEN
NOMOR :  49 TAHUN 2002

TENTANG

P ENYELENG GARAAN P ER}. tU BU NGAT.I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Nronirnhrnn a.  bahwa untuk terselenggaranya pelayanan perhubungan'v 'v " "  '  rve '  rv  
secara  op t ima l  kepada para  pengguna jasa  perhubungan
dalam mewujudkan pertumbunan ekonomi mempunyai
peranan pent ing oan st rategis untuk memantapkan
pertumbuhan pembai lgunan dl  segala sektor ;

b.  bahwa berdasarkan per l i rnbarrg?f l  sebagaimana dimaksud
pada huruf  a d i  atas,  PenyelenEgaraan Perhubungan per lu
diatur dalam suatu Peraturan Daerah P; 'clpinsi Banten.

Meng inga t  ,  1 .  Undang-undang
(Lembaran
TambahanLembaran Negara  Nomor  3186) ,

2 .  Undang-undang Nonror  6  Ta l run  '1984 ten tang Pos
(Lembaran Negara  Tahur r  1984 I ' lomor  2 ,  Tambahan
Lembaran Negara  Nomor  3276) ;

Nornor  13  Tahun ' l  9E0 ten tang Ja lan
Negara  Tahun 1980 Nomor  83

nomor  13  Tahur r  1992  ten tano3 ,  Undang-undang
Perkeretaapian
Ncmor 47 ,  Tambahan

(Lembaran Negara  Tahun 1992
Lembaran Negara  Nomor  3a79) ;

4 .  Undang-undang Nomor  14  Tahun 1992 ten tang La lu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Talrun
1992 Nomor  49 .  

' fambahan 
Lembaran Neoara  Nomor

3480);

5 .  Undang-Undang Nc mor  1  5  Tahun 1  992 ten tang
Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nonror  3aBl  ) ;

6 .  Undang-Undang Nomor  21  Tahun 1992 ten tang Pe layaran
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3a93);

7  .  Undang-Undang Nomor  22  Tahun 1999 ten tang
Pemerintahan Daerah (L.embaran Negara Tahun 1999
Nomor  60 ,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  3839) ;



B. Undang-Undang Nomor 2s 
- l -ahun 

l  ggg tentang
Per imbangan Keuangan Antara Pemer intah pusat  dan
Daerah (Lembaran Negara  Tahun l  ggg Nomor  72 ,
Tambahan Lembaran l . legara Ncmor 3BaB);

9 .  Undang-undang Nornor  36  tahun l  ggg ten tang
Telekomunikasi  (Lembaran Negara Tahurr  l  ggg Nomor
124,  Tambahan Lembaran Negara  Nomoi '  3881) ;

1 0.  undang-undang Norro r  23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi  E]anten (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 182,  Tambahan Lembaran Negara Nomor
4010) ;

11 .  Peraturan Pemer intah Nomor 20 Tahun 1 gB5
tentang Jalan (Lembararr  Negara Tahun 1985 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

12.  Peraturan Pemer intah Nomo: 37 Tahun 1985 tentang
Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun l  g8s
Nomor 53,  Tambahan Lembaran l . legara Nomor 3303);

13.  Peraturan Pemer intah I ' lomor 40 Tahun 1985 tentang
Angkutan Udara sebagaimana te lah d iubah dengan
Peraturan Pemer intah Nomcr 3 Tahun 2000 (Lembaran
Negara  Tahun 1985 Nomor  68 ,  

' fambahan 
Lembaran

Negara  Nomor  3610) ,

14 .  Pera turan  Pemer in ta i r  Nomor  41  Ta l run  1993 ten tang
Angkutan  Ja lan  (Lenrba i 'an  Negara  Tahun 1993 Nomor  59 ,
Tambahan Lembaran Negara Nornor 3527);

15.  Peraturan Pemer inta l r  Nornor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu L intas Jalan (Lembararr  Negara Tahun
1993 Nomor  63 ,  Tambahan L .embaran Negara  Nornor
325e);

1 6.  Peraturan Pemer intah Nomor 69 Tahun 1 998 tentang
Prasarana dan Sarana Kereta Api  (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 189,  Tanrbahat t  Lembaran Negara
Nomor 3795);

17 . Peraturan Pemerintarh Nomor 82 Tahurr 1999 tentang
Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
187,  Tambahan Lenrbaran Negara Nomor 3907);

18, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan (Lembaran Negara Tahul  2000 Nomor 1 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);

19.  Peraturan Pemer intah Nomor 12 Tahun 2-000 tentang
Pencarian dan Periolongan (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 25,  Tar, rbahan Lembaran Negara Nomor
3e07);



20.  Pera turan  Pemer in tah  Nornor  2s  rahun 20oo ten tang
Kewenangan Pemer in tah  dan Kewenangan prop ins i
sebagai  Daerah otonom (r*embaran l legara J 'ahun 2ooo
Nomor  54 ,  Tambahan Lembarar r  Negara  Nomor  3g52) ;

21 .  Peraturan Pemer intah Nomor sz rahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi  (Lembaran Negara Rl
Tahun 2000 Nomor  107,  Tambahan Lembaran Neoara
Nomor  3980) ;

22.  Peraturan Pemer i r r ta l r  Nomor 53 Tahun 2ooo tentang
spektrum frekwensi  radio orb i t  sate l i t  (Lembaran Negara Rl
Tahun 2000 Nomor 108,  Tarnoahan Lembaran Neqara
Nomor  3981) ;

23.  Peraturan Pemer intah Nornor B1 Tahun 2O0O tentang
Kenav igas ian  (Lembaran Negara  Tahun 20oo Nomor  160,
Tambahan Lembarar r  l , legara  Nomor  a001 ) ;

24.  Peraturan Pemer intah Nomor 39 rahun 2oo1 tentang
Penyelenggaraan Dekorrsentrasi  (Ler , rbaran Negara Tahun
2001 Nomor 62,  Tanrbahan Lembaran Negara Nomor
a0e5);

25.  Peraturan Pemer intah Nomcr sz 
' f  

ahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 77,  Tambaharr  Lembaran Neqara
Nomor  a106) ;

26.  Peraturan Pemer intafr  Nornor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
127, Tambahan Lenrbaran Negara Nomor a1ai l ;

27 .  Peraturan Pemer intah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146)' ,

28,  Peraturan Daerah l . lomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana
Strateg is D ae rah (Le mba ra n Dae rah Tah u n 2002
Nomor  3) ;

29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tanun 2002 tentang Tata Cara
Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2002- Nomor 4,  Ser i  E) ;

30.  Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang
Pembentukan,  Susunan Organisasi  dan Tata Ker ja Dinas
Perhubungan Prop;nsi  Banten (Lembaran Daerah Propinsi
Banten Tahun 20Q2 Nomor 22,  Ser i  D);

31.  Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana
Tata Ruang Wi layah Propinsi  Banten (Lembaran Daerah
Tahu n 2002 Nomor 37).



DEWAN

Dengan perse tu juan

PERWAKII-,AN RAKYAT DAERAF1 PR,OPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PENYELENGGARAAN P ERI-l  U BtJ NGAN.

Menetapkan :

BAEI I

KETENTUAN UMIJM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah in i  yang dimaksud dengan :
1 ,  Daerah ada lah  Prop ins i  Banten ;

2.  Pemer intah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat  daerah otononr
yang la in sebagai  Badan Eksekut i f  Daerah Propinsi  Banten;

3 .  Gubernur  ada lah  Gubernur  Banten ;

4.  Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah yang selanjutnya d isebut  DPRD adalah
DPRD Propinsi  Banten;

5.  Dinas adalah Dinas Perhubt ingan Propinsi  Banten;

6.  Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi  Banten;

7.  Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat  dalam bentuk apapun
mel iput i  segala bagian ja lan yang di l leruntukkan bagi  la lu l in tas;

B.  Kendaraan bermotor  adalah kendaraan yang digerakkan ole l r  peralatan
teknis yang berada pada kendaraan i tu;

I  Trayek adalah l in tasan kendaraan urnum untuk pelayanan jasa angkutan
orang dengan mobi l  b is ,  yang memprJnl ,s l  asal  dan tu juan per ja lanan tetap,
l in tasan tetap dan jadwal  tetap nraupun t idak ter jadwal  yang melayani
l in tas Kabupaten/Kota dalam Wi layafr  Propinsi ;

1 0.  Jar ingan t rayek adalah kumpulan dar i  t i 'ayek- t rayek yang menjadi  satu
kesatuan jar ingan pelayanan angkutan orang yang melayani  l in tas
Kabupaten/Kota dalam Wi layah Propinsi ;

1 1.  Jar ingan Lintas adalah kumpulan l in tas- l in tas yang menjadi  satu kesatuan
jar ingan pelayanan angkutan barang;

12.  Kelas Jalan adalah k las i f ikasi  ja lan berdasarkan rr t la tan sumbu terberat
(MST) dan karakterist ik lalu l intas;

13.  Kereta Api  adalah kendaraan dengan tenaga gerak,  baik ber ja lan sendir i
maupun d i rangka ikan dengan kendaraan la innya,  yang akan a taupun
sedang bergerak d i  ja lan re l ;

1 4.  pelabuhan adalah tempat yang terd i r i  dar i  daratan dan perai ran d i
sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemer in iahan dan kegiatan ekonclmi  yang dipergunakan sebagai  tenrpat
kapal  bersandar,  ber labuh,  naik turun penurnpang dan atau bongkar muat
barang yang di lengkapi  dengan fas i l i tas keselanratan pelayaran dan



kegiatan penunjang pelabuhan ser ta sebagai  ternpat  perpindahan int ra dan
antar moda transportasi;

15 ,  Pe labuhan umum ada lah  pe labuhan yang c l i se lenggarakan un tuk
kepent ingan pelayanan masyarakat  umum;

16 Pe labuhan khusus  ada lah  pe labuhan yang d ike lo la  un tuk  kepent ingan
sendir i  guna menunjang kegiatan ter tentu;

'1  7.  Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan yang menyangkut  angk' r tan d i  perai rarr  dan kepelabuhanan;

'1 B.Daerah Lingkungan Ker ja Pelabuhan laut  adaiah vv i layah perai ran dan
dara tan  pada pe labuhan umum yang d ipergunkan secara  langsung un tuk
keg ia tan  kepe labuhanan ;

1 9.  Daerah Lingkungan Kepent ingan Pelabuhan laut  adalah wi layah perai ran
di  sekel i l ing daerah l ingkungan ker ja d i  perai ran peiabuhan umum yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatarr  pelayaran;

20.  Dermaga Untuk Kepent ingan Sendir i  adalah dermaga dan fas i l i tas
pendukungnya yang berada di  dalam Daerah Lingkungan Ker ja dan atau
Daerah Lingkungan Kepent ingan pelabuharr  laut  yang dibangun,
dioperasikan dan digunakan untuk kepent ingan sendir i  guna menunjang
kegiatan tertentu;

?-1 ,Kapal  adalah kendaraan ai r  dengan bentuk dan jenis apapun yang
digunakan dengan tenaga mekauik,  tenaga angin atau d i tunda termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis,  kendaraan dibawah ai r  ser ta
a la t  apung dan bangunan te rapur rg  lanQ berp indah-p indah;

22,Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang,  penumpang /  hewan diantara
dua tempat  yang berbeda dan d ip isahkan o leh  lauVa i r  dengan
menggunakan kapal-kapal  sebagai  a lat  angkut ;

23.  Bandar Udara adalah lapangan terbarrg yang dipergunal<an untuk
mendarat  dan lepas landas pesawat uCara,  naik turun penumpang dan
atau bongkar muat  kargo dan atau pos,  ser ta d i lengkapi  dengan fas i l i tas
keselamatan penerbangan dan sebagai  ternpat  perpindahan antar  moda
transportasi;

24 .Pos  ada lah  pe layanan la lu  l in tas  sura t  pos ,  uang,  barang dan pe layanan
jasa la innya yang di tetapkan oleh Menter i ,  yar ,g d iselenggarakan oleh
badan yang d i tugas i  menyetenggarakan pos  dan g i ro ;

25.  Pengusaha jasa t i t ipan adalah kegiatan yang di lakukan ole i r
penyelenggara untuk mener ima, rnernbawa dan atau menyampaikan surat
pos  jen is  te r ten tu ,  paket  dan uang dar i  meng i r im kepaCa pener ima dengan
memungut  ba iaya ;

26 .Penye lenggara  ada lah  badan hukum yang d ibentuk  berdasarkan hukunr
lndonesia dalam hal  in i  Perseroan terbatas atau Koperasi  yang te lah
memi l ik i  surat  iz in pengusaha jasa t i t ipan

27.  Kantor  Pusat  adalah kantor  yang did i r i l tan pada suatu wi layah yang
merupakan pusat  kegiatan penyelenggaraan Perusahaan Jasa Ti t ipar t
yang membawahi  beberapa kantor  cabang/agen yang tersebar d ibeberapa
wi layah nusantara;


